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Kesimp .u lan
Dalam kesempatan ini, penulis akan mencoba menarik kesimpulan-
kesimpulan sebagai jawaban terhadap dua rumusan masalah yang menjadi pokok
bahaéan dalam skripsi yang penulis susun ini, yaitu:

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi yang ada di Kecamatan Palang
Kabupaten Tuban itu dilaksanakan berdasarkan tata aturan kebiasaan
(gewanten recht) yang telah berlangsung secara turun-temurun, dan bukan
berlandaskan kepada hukum adat (adat recht). Hal ini terbukti tidak adanya
sanksi konkrit dan pasti yang dapat dijatubkan oleh Kepala Adat atau Kepala
Desa terhadap pihak yang melakukan penyeclewengan dalam perjanjian bagi
hasil ternaksapi tersebut.

2. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi yang ada di Kecamatan Palang
Kabupaten Tuban apabila ditinjau dari segi:

a. Bentuk perjanjian, yang masih memakai bentuk lisan dan bukan tulisan,
maka jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam adalah sah. Demikian
pula jika ditinjau dari sudut pandang UU no. 6 tahun 1967. 3

b. Jangka waktu perjanjian, di mana tidak terbatas oleh waktu lantaran tidak

ditentukan pada saat akad, maka ditinjau dari segi hukum Islam adalah tidak

sah. Begitu juga jika ditinjau dari segi UU no. 6 tahun 1967 pun tidak sah.
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c. Cara berakhirnya perjanjiannya, yakni dengan cara didasarkan atas
kesepakatan kedua belah pihak, maka menurut hukum Islam adalah sah,
namun menurut UU no. 6 tahun 1967 tidak sah.

d. Sistem pembagian keuntungannya, yang mana memakai sistem
perbandingan 1 : 1 (fifty-fifty), maka ditilik dari sudut pandang hukum

Islam adalah sah, tetapi ditilik dari sudut pandang UU no. 6 tahun 1967

adalah éah, karena pemelihara diberi hak tertentu.

Saran-saran

1.

Seyogyanya Pemerintah Daerah (Dinas Peternakan bekerjasama dengan
instansi terkait) untuk mengadakan penyuluhan hukum tentang perjanjian bagi
hasil ternak.

Seyogyanya pihak—pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil ternak
bemsaha memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang mendasari perjanjian tersebut
yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari, seperti kebiasaan

mengadakan perjanjian dengan bentuk lisan semata-mata.



